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Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum harus berorientasi
kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka.
Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan
rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus
berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa
penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana
Konsep Assesment Oleh Ditresnarkoba Terhadap Tersangka Narkotika dan
Bagaimana menentukan kriteria dalam pengemban Sanksi  Rehabilitas Oleh
Ditresnarkoba.

Penelitian ini bersifat penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang
berupa dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maupun
dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 35 tahun 20009.

Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa konsep assesment oleh
Ditresnarkoba terhadap tersangka narkotika merupakan tahap awal dimana pecandu
narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak Badan
Narkotika Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Sebagai upaya
penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang bersifat prevantif adalah dengan
memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.
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In dealing with drug addicts, law enforcement officers must be oriented to
action sanctions in the form of rehabilitation in order to save their future. To be able
to function the role of judges in deciding or determining rehabilitation, support from
other law enforcement officers is needed. Of course this must be based on a mutual
understanding and agreement that drug abuse is a serious problem for the nation and
an enemy of the nation.

This research is focused on two problem formulations, namely how the concept
of assessment by the drug directorate against narcotics suspects and how to
determine the criteria for carrying out rehabilitation sanctions by the drug
directorate.

This research is normative law research, namely research in the form of
research conducted by researching library materials or secondary data as well as in
laws and regulations, namely Law No. 35 of 2009.

In this study, the results showed that the concept of assessment by the Narcotics
Directorate of narcotics suspects was an early stage where narcotics addicts and
victims of narcotics abuse reported to the National Narcotics Agency asking for
rehabilitation. As an effort to overcome narcotics abuse that is preventive in nature,
it is to provide action sanctions in the form of rehabilitation.



1.

Pendahuluan

a.

Latar Belakang Masalah
Indonesia yang pada awalnya menjadi suatu negara transit atau

negara pemasaran pada saat ini sudah meningkat juga menjadi negara
eksportir atau negara yang produsen pil yang terlarang dan berbahaya
tersebut. Jenis suatu bahan -bahan dasar yang memiliki sifat sintetis
untuk membuat obat -obat yang terlarang itu sengatlah mudah dan
juga home industry itu juga telah merabah ke seluruh kota -kota yang
ada di Indonesia.t

Masyarakat dengan banyak perkembangan dan pembaharuan
teknologi baik menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif
dengan adanya dampak -dampak tersebut teknologi membuat manusia
menjadi lebih canggih untuk mendapatkan suatu informasi dan ilmu
pengetahuan lebih lagi yang mulai dari yang termudah untuk
didapatkan sampai yang tersulit yang didapatkan. Dengan banyaknya
informasi dan ilmu pengetahuan yang didapatkan didunia teknologi
tidak banyak masyarakat yang salah menggunakan pembaharuan
teknologi tersebut. Mereka menggunakan dengan untuk kesenangan
pribadi ataupun karena depresi dan karena mencoba -coba untuk faktor

berani atau tidak berani di lingkungansekitar mereka. Mereka hanya

him. 2
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memikirkan kesenangannya saja karena mereka belum merasakan
dampak yang terjadi karena menjadikan narkotika untuk meredahkan
dari depresi atau keberanian yang untuk ditunjukan keapada teman -
temannya.

Namun terkadang mereka sudah mengetahui dampak negatif
dari narkotika itu masih saja untuk mengunakannya. Dan kadangkalah
bukan hanya masyarkat biasa yang bisa menjadi pecandu terkadang
juga dari kalangan pejabat pemerintah atau dari aparatur sipil negara.

Demikian juga dalam perkembangannya narkotika menjadi
barang yang berbahaya karena diedarkan secara gelap dan disalah
gunakan untuk kepentingan diluar medis serta berdampak terhadap
gangguan kesehatan dan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar
bagi kehidupan dan nilai -nilai budaya bangsa yang pada akhirnya
melemahkan ketahanan nasional.

Dalam menangani pecandu narkoba, aparat penegak hukum
harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi
menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan
peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu
dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus
berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama
bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan

musuh bangsa.



b. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Konsep Assesment Oleh Ditresnarkoba Terhadap
Tersangka Narkotika?
2. Bagaimana menentukan kriteria dalam pengemban Sanksi

Rehabilitas Oleh Ditresnarkoba ?

Alat dan Metode

Jenis Penelitian dalam skripsi ini,adalah penelitian Hukum Normatif
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder maupun dalam peraturan perundang -undangan atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku
manuisa yang dianggap pantas. pada penelitian hukum normatif ini dilakukan
secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut
dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis
muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma,

dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

Hasil dan Pembahasan
a. Konsep Assesment Oleh Ditresnarkoba Terhadap Tersangka Narkotika
Perkembangan penanganan tindak pidana narkotika secara
khusus pecandu narkotika ialah dilakukan tindakan asesmen
terhadapnya. Telah diberi pengertian terkait dengan asesmen yang
diuraikan dalam konsepsi huruf a dimana asesmen adalah proses untuk

mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan



untuk memantau perkembangan proses pembelajaran  serta
memberikan umpan balik. Selanjutnya, didalam peraturan perundang-
undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang
terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan
satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan
Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan
Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Indonesia merupakan negara hukum yang juga mengedepankan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan
penegakan hukum walaupun sifatnya tidak mutlak. Sifat tidak mutlak
Indonesia yang menerapkan aturan perundang-undang sebagai dasar
utama penegakan hukum dapat dilihat, dimana pengadilan tidak boleh
menolak suatu perkara apapun dengan alasan tidak ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. Hal tersebut sesuai dengan
Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Penerapan undang-undang sebagai sumber hukum di Indonesia
tidak terlepas dari teori Hans Kelsen tentang stufentheorie atau jenjang

norma hukum dimana normanorma hukum itu berjenjang-jenjang dan



berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan), dalam arti suatu
norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber
danbersumber pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan
bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (grundnorm).?
Pelaksanaan tugas pelayanan asesmen, petugas asesmen berhak
mendapat perlindungan atas keselamatan dirinya dari institusi yang
memerintahkan. Apabila terjadi tindak kekerasan dan/atau tindakan
lainnya yang membahayakan petugas asesmen maka petugas asesmen
wajib melaporkan diri kepada pihak yang berwajib untuk medapatkan
perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada
kondisi dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
melarikan diri pada saat dilaksanakannya asesmen menjadi tanggung

jawab penyidik.

b. Kriteria dalam pengemban Sanksi Rehabilitas Oleh Ditresnarkoba
Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan
oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon

(PTRM) vyaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat subtitusi

2 Maria Farida Indrati S. (2007). llmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi
Muatan. (Yogyakarta: Kanisius). him.41



atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek
ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang
mempunyai efek ketergantungan,zat tersebut hanya diperuntukan
khusus bagi pecandu narkotika”yang mengkonsumsi heroin”serta
pengguna narkotika”dengan cara suntik”(PENASUN)
Rehabilitasi”sebagai tujuan utama”dari jenis sanksi tindakan”memiliki
keistimewaan “dari segi proses resosialisasi” pelaku, sehingga
diharapkan “dapat memulihkan” kualitas sosial dan moral”’seseorang
agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat.®

Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang
berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan telah memiliki kekuatan
hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna
narkotika yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan
pemilikan narkotika. Berdasarkan fakta tersebut pasal tentang
pengguna dan kepemilikan narkotika sangat berpotensi bahwa
mayoritas pelaku penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu
yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, akan tetapi
jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam
menuntut pelaku penyalahguna narkotika dan hakim dalam

mejatuhkan putusan.

3 Yong Ohoitimur.(1997). Teori Etika Tentang Hukuman Legal. Gramedia Pustaka Utama :
Jakarta, 1997.hIm 41.



Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi
adalah agar pecandu narkotika yang telah ketergantungan terhadap
narkotika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan
angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila
menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkotika mayoritas
pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka
berpeluang melakukan penyalahgunaan narkotika kembali. Karena di
dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penangan
pecandu narkotika secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi
sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi. Jadi berdasarkan
analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui undang-undang
yang berkaitan mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dan bahan
hukum lain serta hasil wawancara pihak terkait dalam menunjang hasil
penelitian penulis,dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat
yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa
rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan
penyalahgunaan narkotika. Bahwa dapat disimpulkan rehabilitasi

dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika.



4.

Kesimpulan

a.

Konsep Assesment Oleh Ditresnarkoba Terhadap Tersangka Narkotika
merupakan tahap awal dimana pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika melapor kepada pihak badan Narkotika
Nasional yang memohon untuk direhabilitasi. Sanksi tindakan
(maatregel) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-
undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan
melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya
pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud
kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi
dasar pemikiran dari konsep doubel track system yang digunakan
dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.

Kriteria dalam pengemban Sanksi Rehabilitas Oleh Ditresnarkoba.
Rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu
narkotika guna mengoptimalkan sanksi yang selama ini belum efektif
dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika,
sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan
mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun
rehabilitasi secara sosial Sebagai upaya lain dalam menanggulangi
penyalahgunaan narkotika yang bersifat prevantif adalah dengan

memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu
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narkotika dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan
rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkotika untuk bisa
sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-

hari di masyarakat.
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